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Erlina Kusumaningdiah, S351408023, 2016 Keadaan Khusus Yang 
Meniadakan Kewajiban Ingkar Notaris. Tesis : Program Magister Kenotariatan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai kewajiban 
ingkar Notaris yang saling menafikan antara satu dengan yang lain. Kewajiban 
merahasiakan isi akta dan kewajiban Notaris sebagai warganegara yang baik 
dalam penegakan hukum. Asas equality before the law membuat pengambil 
keputusan menjadi ragu dalam terutama hakim dalam menggunakan peraturan 
perundang-undang ketika terjadi permasalahan mengenai akta Notaris. Notaris 
dalam menjalanakan tugas jabatannya harus memegang teguh Sumpah Jabatan 
Notaris untuk merahasiakan semua keterangan dan isi akta yang disampaikan 
kepada Notaris yang merupakan kehendak para Pihak. Notaris bukan merupakan 
para pihak dalam akta, Notaris hanya mengkonstantir kehendak para pihak. 
       Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (Statue 
Approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tehnik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu inventarisasi bahan hukum sekunder yang berupa 
bahan-bahan hukum. Tehnik analisis data yang digunakan dengan tehnik analisis 
deskriptif, mencari perkecualian terhadap kewajiban ingkar Notaris terhadap 
Undang-Undang yang berlaku. 
       Berdasarkan hasil penelitian, bahwa banyak peraturan mengenai kewajiban 
ingkar Notaris yang saling menafikan antara peraturan yang satu dengan yang 
lainnya. Hal ini menyebabkan para pengambil keputusan menjadi bingung dalam 
menerapkan peraturan yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara. 
Peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, sebagaimana 
prinsip legalitas. 
       Penyidik harus bisa menghargai profesi Notaris, bahwa peraturan jabatan 
Notaris merupakan lex specialist sehingga ketika Notaris diperiksa dan hanya 
duduk diam melaksanakan kewajibannya, maka Notaris bukan berarti 
menghambat proses penyidikan. Notaris hanya menjalankan kewajiban 
sebagaimana perintah Undang-Undang Jabatan Notaris. Seseorang tidak bisa 
dikenakan pidana selama menjalankan perintah undang-undang. Hakim sebagai 
tumpuan muara terakhir harus benar-benar memahami Undang-Undang Jabatan 
Notaris mengenai kewajiban ingkar dan kasus-kasus konkret mengenai akta 
Notaris. Hakim tidak bisa hanya berpedoman pada Pasal 28 UUD 1945, bahwa 
setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. Hakim 
harus bijaksana dan adil dalam menerapkan Undang-Undang, atau hukum tidak 
tertulis untuk memutuskan masalah. 
Kata Kunci : Keadaan Khusus, Kewajiban Ingkar (Verschoningsplich), 







Erlina Kusumaningdiah, S351408023, 2016 Special Condition Nullifying the 
Notary Public’s Denial Obligation. Thesis: Notary Public Master Program of 
Surakarta Sebelas Maret University. 
This research aimed to find out the regulation of Public Notary’s denial 
obligation denying each other. It is the obligation of hiding the content of Notary 
Public’s deed and obligation as the good citizen in law enforcement. The principle 
of equality before the law made the decision makers, particularly judge, using 
legislation hesitantly when dealing with the problem concerning Notary Public 
deed. Notary Public should hold tightly on the Notary Public’s Position Oath in 
undertaking his/her position duty to hide all information and content of deed 
delivered to Notary Public constituting the parties’ wish. Notary Public is not one 
of parties in the deed, but he/she only authenticating the parties’ wish.         
This study was a normative descriptive law research. This study was 
conducted using statute approach. The type of data used was secondary data. 
Technique of collecting data used was secondary law material inventory 
constituting law materials. Technique of analyzing data used was a descriptive 
analysis technique looking for the exception over Notary Public’s denial 
obligation over the Enacted Law.  
Considering the result of research, it could be found many regulations of 
Notary denial obligation hiding each other between one regulation and another. It 
made the decision makers confused in applying the regulation used to decide a 
case. Legislations may not be in contradiction with each other, as the principle of 
legality.     
The investigator should appreciate the Notary Public’s notary, as the 
regulation of Notary Public’s position is lex specialist so that when the Public 
Notary was examined and only sitting down silently in undertaking his/her 
obligation, it does not mean that it inhibits the investigation process. Notary 
Public only undertakes his/her obligation as mentioned in the Notary Public 
Position Law. An individual many not be punished as long as he/she does the 
instruction of law. The Judge, as the final estuary should really understand the 
Notary Public Position Law concerning the denial obligation and concrete cases 
about the Notary Public deed. The judge cannot refer to the Article 28 of 1945 
Constitution only, mentioning that every one is equal before the law and 
government. The judge should apply the Law or unwritten law wisely and justly 
to decide on problem.   
        
Keywords: Special Condition, Denial Obligation (Verschoningsplich), Notary 
Public Position Law  
